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Abstract 

This study aims to analyze the role of the One-Stop Integrated Service (PTSP) in 

realizing transparency and accountability at the Makassar Class 1A Religious Court. 

PTSP is part of the bureaucratic reform effort aimed at increasing efficiency, information 

openness, and accountability in public services, especially in the justice sector. Using a 

descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observations, 

and documentation studies, and analyzed thematically. The results of the study indicate 

that the implementation of PTSP has had a positive impact on service quality, with 

increased access to real-time case information, clarity of procedures and costs, and 

strengthening of the monitoring and evaluation system. However, challenges such as the 

digital literacy gap, limited technological infrastructure, and internal resistance still 

need to be overcome. PTSP at the Makassar Class 1A Religious Court has been proven to 

support the principles of good governance and New Public Management, and can be 

used as a model for other courts in building more transparent, accountable, and 

responsive services. 

Keywords: PTSP, transparency, accountability, judicial services, good governance. 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A. PTSP merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang 

ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan informasi, serta 

pertanggungjawaban dalam pelayanan publik, khususnya di sektor peradilan. 

Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, 

observasi, dan studi dokumentasi, serta dianalisis secara tematik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi PTSP telah memberikan dampak positif terhadap 
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kualitas layanan, dengan peningkatan akses informasi perkara secara real-time, kejelasan 

prosedur dan biaya, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Namun demikian, 

tantangan seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan 

resistensi internal masih perlu diatasi. PTSP di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 

terbukti mendukung prinsip good governance dan New Public Management, serta dapat 

dijadikan model percontohan bagi pengadilan lainnya dalam membangun layanan yang 

lebih transparan, akuntabel, dan responsif. 

Kata kunci: PTSP, transparansi, akuntabilitas, pelayanan peradilan, tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

PENDAHULUAN  

Reformasi birokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak 

era reformasi dimulai, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pelayanan publik 

yang transparan, akuntabel, dan efisien
1
. Dalam konteks peradilan, transformasi ini 

menjadi semakin penting mengingat peran strategis lembaga peradilan sebagai pilar 

penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Pengadilan Agama, sebagai salah satu 

lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki 

tanggung jawab khusus dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Muslim 

Indonesia, khususnya dalam perkara perdata yang berkaitan dengan hukum Islam.
2
 

Konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah menjadi paradigma baru 

dalam reformasi pelayanan publik di Indonesia
3
. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) didefinisikan 

sebagai penyelenggaraan pelayanan publik yang diintegrasikan dalam satu kesatuan 

proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk 

pelayanan melalui satu pintu
4
. Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam 

lingkungan peradilan bertujuan untuk menyederhanakan proses pelayanan, mengurangi 

biaya dan waktu, serta meningkatkan kepuasan pengguna layanan
5
. 
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Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance)
6
. Transparansi mengacu pada 

keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses, 

memahami, dan memantau proses pengambilan keputusan serta kinerja institusi publik. 

Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada kewajiban institusi publik untuk 

mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada masyarakat. Dalam 

konteks peradilan, kedua prinsip ini menjadi esensial untuk menjaga integritas dan 

kredibilitas sistem peradilan di mata masyarakat.
7
 

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, sebagai salah satu pengadilan agama 

dengan wilayah jurisdiksi yang luas dan volume perkara yang tinggi, menghadapi 

tantangan kompleks dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Data 

statistik menunjukkan bahwa volume perkara di pengadilan agama secara nasional 

mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata 

pertumbuhan sekitar 8-12% per tahun
8
. Kondisi ini menuntut adanya inovasi dalam 

sistem pelayanan untuk memastikan akses keadilan yang mudah, cepat, dan terjangkau 

bagi masyarakat.
9
 

Namun demikian, kajian khusus mengenai implementasi PTSP dalam lingkungan 

peradilan, khususnya pengadilan agama, masih relatif terbatas
10

. Sebagian besar 

penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek teknis operasional PTSP di instansi 

pemerintah umum, dengan kurang memperhatikan karakteristik khusus dan kompleksitas 

pelayanan peradilan
11

. Karakteristik unik pelayanan peradilan yang melibatkan aspek 

hukum, prosedural, dan keadilan memerlukan pendekatan khusus dalam implementasi 

PTSP
12

. Oleh karena itu, implementasi PTSP di pengadilan tidak hanya berkaitan dengan 

efisiensi administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa kualitas keadilan tidak 

terganggu.
13

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

secara komprehensif peran PTSP dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di 

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep Pelayanan terpadu satu pintu PTSP di 

lingkungan peradilan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan 

kualitas pelayanan peradilan di Indonesia
14

. Selain itu, pentingnya penelitian ini juga 
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didorong oleh komitmen pemerintah Indonesia terhadap pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs), khususnya Goal 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan 

kelembagaan yang kuat. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji peran 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A
15

. Lokasi penelitian ditentukan secara 

purposive, dengan informan yang dipilih melalui purposive dan snowball sampling, 

terdiri dari petugas PTSP, hakim, panitera, dan pengguna layanan. Teknik pengumpulan 

data meliputi observasi non-partisipatif, wawancara mendalam dengan panduan semi-

terstruktur, serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi seperti SOP dan laporan 

tahunan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode. Data dianalisis 

menggunakan analisis tematik, melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan 

kesimpulan secara induktif. Metode ini diharapkan dapat menggambarkan secara 

komprehensif implementasi PTSP serta kontribusinya terhadap transparansi dan 

akuntabilitas dalam pelayanan peradilan.
16

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A telah menunjukkan perkembangan signifikan sejak tahun 2020, 

sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan yang diinisiasi oleh 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
17

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, PTSP di pengadilan ini telah menjadi 

langkah strategis dalam menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih efisien 

dan transparan
18

. 

Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Makassar kelas 1A menunjukkan 

bahwa PTSP hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan akses layanan 

yang mudah, cepat, dan terintegrasi. 
19

Sistem PTSP mengonsolidasikan berbagai layanan 

ke dalam satu pintu dengan dukungan teknologi informasi serta sistem evaluasi berkala.
20

 

Konsep ini sejalan dengan pendapat para ahli yang menekankan pentingnya integrasi 

proses, teknologi, dan sumber daya manusia untuk efektivitas pelayanan.
21

 

Pelaksanaan di lapangan memperlihatkan bahwa fasilitas fisik dan digital telah 

mendukung jalannya layanan di front office, mulai dari sistem antrian elektronik hingga 
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informasi digital dan petugas yang kompeten
22

. Dalam hal transparansi, Pelayanan 

terpadu satu pimtu PTSP memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi perkara 

secara real-time, meningkatkan pemahaman prosedur, dan mengurangi ketidakpastian 

biaya melalui sistem biaya yang jelas dan otomatis. Survei menunjukkan peningkatan 

kepuasan masyarakat terkait keterbukaan informasi dan pelayanan.
23

 

Kontribusi Pelayanan terpadu satu pintu PTSP terhadap akuntabilitas juga terlihat 

jelas. 
24

 Sistem monitoring dan evaluasi memungkinkan identifikasi hambatan layanan 

secara cepat dan akurat, mendorong pengambilan keputusan yang lebih responsif. 

Akuntabilitas keuangan juga meningkat berkat pencatatan transaksi digital yang 

mempermudah proses audit.
25

 Mekanisme pengaduan terintegrasi menjadikan pengadilan 

lebih terbuka dan bertanggung jawab terhadap masukan masyarakat.
26

 

Meski demikian, implementasi PTSP menghadapi beberapa tantangan. 

Kesenjangan literasi digital di kalangan pengguna layanan lansia serta keterbatasan 

infrastruktur TI masih menjadi kendala. Selain itu, resistensi perubahan dari sebagian 

pegawai senior memerlukan pendekatan manajemen perubahan yang tepat agar adaptasi 

terhadap sistem baru berjalan lebih mulus.
27

 

Secara umum, dampak implementasi PTSP terhadap kualitas pelayanan sangat 

positif. Rata-rata waktu layanan menurun drastis, dan jumlah perkara yang diselesaikan 

meningkat, mencerminkan efisiensi organisasi. Indeks Kepuasan Masyarakat pun 

menunjukkan peningkatan dari kategori “cukup” menjadi “baik”, yang menandakan 

keberhasilan PTSP dalam memperbaiki layanan dari berbagai aspek.
28

 

Faktor pendukung keberhasilan implementasi PTSP antara lain adalah komitmen 

pimpinan yang kuat, dukungan regulasi dari Mahkamah Agung, serta kualitas SDM yang 

mumpuni. Namun, hambatan seperti keterbatasan anggaran dan kompleksitas regulasi 

tetap perlu diatasi dengan strategi kebijakan yang tepat dan inovatif agar pengembangan 

sistem tidak terhambat.
29

 

Secara teoritis, temuan ini mendukung konsep good governance dan New Public 

Management dalam konteks pelayanan peradilan. Praktisnya, model PTSP di Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A dapat dijadikan referensi untuk pengadilan lain di Indonesia. 

Strategi yang diusulkan, seperti literasi digital, peningkatan infrastruktur TI, dan integrasi 
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teknologi lanjutan, diharapkan mampu mendorong peningkatan layanan publik yang lebih 

responsif, transparan, dan akuntabel di masa depan.
30

 

KESIMPULAN 

Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A merupakan langkah strategis dalam mendukung reformasi birokrasi 

dan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor peradilan. PTSP terbukti berperan 

signifikan dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, melalui 

penyederhanaan proses layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta sistem evaluasi 

yang berkelanjutan. Dari hasil penelitian, PTSP mampu meningkatkan akses masyarakat 

terhadap informasi perkara secara real-time, memperjelas prosedur dan biaya layanan, 

serta memperkuat akuntabilitas lembaga melalui sistem pelaporan dan pengawasan yang 

lebih terbuka dan terukur. Dampak positif lainnya mencakup efisiensi waktu penyelesaian 

perkara, peningkatan kepuasan masyarakat, serta penguatan integritas institusi peradilan. 

Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari tantangan, seperti rendahnya literasi digital di 

kalangan pengguna tertentu, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan resistensi dari 

sebagian pegawai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajerial yang adaptif serta 

dukungan kebijakan dan anggaran yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, PTSP di 

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dapat dijadikan model percontohan bagi 

pengadilan lainnya dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif, 

transparan, dan akuntabel. Temuan ini sekaligus memperkuat penerapan prinsip good 

governance dan pendekatan New Public Management dalam sistem pelayanan peradilan 

di Indonesia. 
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